Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 13¢5 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

et

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA  BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : ENNA PASKAYANA SIHOTANG,
S.Ak
NIP : 19850411 201001 2 024

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I /Il b

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Balangan.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

KEENAM :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

: Ditetapkan di Paringin
= e pada tanggal 3 Desember 2024

N PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ (167 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka  perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : PUSTIKA MURNI, S.Sos
NIP : 19780812 199903 2 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ III a

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ %0 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

a.

28

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025 adalah :

Nama : YUDHI SABARA, S.Sos
NIP : 19820615 200801 1 021
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.1 /Il b

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA :  Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Balangan.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun

Anggaran 2025.
KEENAM :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
i Ditetapkan di Paringin
R e S pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 1366 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN

Menimbang :

Mengingat

DAN ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka  perlu menunjuk  Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN
ASET DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU . Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : MUHAMMAD NASIR,S.AP
NIP : 19850418 201001 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / Il a

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA :  Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3! Desember 2024

ATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

r," A

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ v3s2 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025

o

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran
2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 adalah :

Nama : RETNO BAYU ARIYANTO,
A.Md.FARM

NIP : 19910225 201001 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ IIl a

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun

Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2\ Desember 2024

PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ (355 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Sosial Tahun Anggaran
2025;

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : RISKA NAZIZA, S.Psi
NIP : 19971105 202202 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / Il a

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Sosial Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Desember 2024

PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

o

.....
......

N

APPAN

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 1351 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

[y

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN ANGGARAN

2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025 adalah :
Nama : SUMARNI, S. AP
NIP : 19811019 201001 2 025

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / IIl a

KEDUA :  Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3\ Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

)

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ \3s8 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka  perlu menunjuk  Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Perhubungan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU :  Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : AKHMADI
NIP : 19800103 200604 1 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / Il a

KEDUA . Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

e gt pada tanggal 3\ Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

/
H. ABDUL HADI



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 142¢ /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran

2025, maka  perlu menunjuk  Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025 adalah :

Nama : AULIA RAHIM
NIP : 19850104 201001 1 016
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur TK. 1/ 11 d

KEDUA : Bendahara Pengcluaran scbagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan wuang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten
Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun

Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 3\ Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

)
)
.........

'h“

) ()T ““\

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 343 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[y
.

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perpustakaan
Dan Kearsipan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025 adalah :

Nama : RUDIE NOOR SALAM S.Sos
NIP : 19810430 200701 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1 /Il b

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

St pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

{
H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ (32 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan
Pariwisata Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : HENDRA RIDHANI, S.AP
NIP : 19820310 200604 1 015
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ Ilic

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Balangan.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

KEENAM :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
P e ey pada tanggal %\ Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

3
O

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1370 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : FAHRIZAL ASDY, S.Sos
NIP : 19870110 201001 1 007
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1 /IlI b

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dan
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten
Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

o pada tanggal 3t Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

A}

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ (356 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Pertanahan Dan
Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU :  Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanahan Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : RISMA HAJATI, S.AP
NIP : 19850510 200701 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / Il a

KEDUA :  Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Balangan.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

KEENAM . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3| Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

*

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ (361 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

—

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka  perlu menunjuk  Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran
2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN
ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama : RINA WATIL,S.Sos
NIP : 19861006 200701 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1 /Il b

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada Bank
yang telah ditunjuk.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3| Desember 2024

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 1352 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

—

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU :  Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : MISRANTO
NIP : 19820505 200701 1 010
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur /Il ¢

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025. :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 1350 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

ot

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka  perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA INSPEKTORAT
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : AGUS, S.AP
NIP : 19840807 201001 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / IIl a

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU  bertanggungjawab kepada Inspektur
Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ \33 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

oy

PADA KECAMATAN AWAYAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Awayan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN
AWAYAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Awayan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : RAHMAT HIDAYAT
NIP : 19740731 201406 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur /Il c

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Camat Awayan
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
B P i pada tanggal % Desember 2024

~
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\ \B‘UQ\TI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ \%5 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

[y

PADA KECAMATAN BATUMANDI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka  perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Batumandi Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN
BATUMANDI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : SUKMA RIZA RADITYA,S.Sos
NIP : 19941117 202012 1 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I / IlI b

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT . Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Camat Batumandi
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ (3% /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

[y
.

PADA KECAMATAN HALONG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Halong Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN
HALONG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : SITI JUBAIDAH
NIP : 19740620 201406 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / IIl a

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Camat Halong
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Desember 2024

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ (23# /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

[y

PADA KECAMATAN JUAI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Juai Tahun Anggaran
20239;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN
JUAI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Juai
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : SAIHANI
NIP : 19770522 200906 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk.1 /Il d

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Camat Juai
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3% Desember 2024

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ w#4 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA KECAMATAN LAMPIHONG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Lampihong Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN
LAMPIHONG TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU :  Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : ABDULLAH, S.Sos
NIP : 19740305 200903 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / Illa

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Camat Lampihong
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3| Desember 2024

\ PATI BALANGAN,

)

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 132 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

b

PADA KECAMATAN PARINGIN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Paringin Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN
PARINGIN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Paringin
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : SUWANDHI RUSLI, S.Sos
NIP : 19910421 202012 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / Illa

KEDUA :  Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Camat Paringin
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin .
R pada tanggal 3 Desember 2024

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



.....
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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ (380 /Kum TAHUN 2024

=" *71\\\.\‘,

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KELURAHAN PARINGIN KOTA KECAMATAN PARINGIN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan
Paringin Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN PARINGIN
KOTA KECAMATAN PARINGIN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pegeluaran Pembantu pada Kelurahan Paringin
Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : SUMARSO.R,S.AP
NIP : 19821001 200904 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ III ¢



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Kelurahan Paringin Kota Kecamatan
Paringin Kabupaten Balangan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada Bank
yang telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Lurah Paringin Kota.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 3\ Desember 2024

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1381 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KELURAHAN PARINGIN TIMUR KECAMATAN PARINGIN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Kelurahan Paringin Timur Kecamatan
Paringin Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN PARINGIN
TIMUR KECAMATAN PARINGIN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pegeluaran Pembantu pada Kelurahan Paringin
Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : KUSTININGSIH, A.Md

19850311 201001 2 020

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1/ Ill b



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Kelurahan Paringin Timur
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada Bank
yang telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Lurah Paringin Timur.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

e Ditetapkan di Paringin
pada tanggal, 3\ Desember 2024

PATI BALANGAN,

S/
A

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 3g3 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, maka
perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Kelurahan Batu Piring Kecamatan
Paringin Selatan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA KELURAHAN BATU
PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Bendahara Pegeluaran Pembantu pada Kelurahan Batu Piring
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : ABDUR RAHMAN, A. Md

NIP : 19751011 201001 1 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1/ Il b



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan
uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Kelurahan Batu Piring Kecamatan
Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada Bank
yang telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Lurah Batu Piring.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

= i T pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

T



Menimbang:

Mengingat:

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 838 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENDAHARA PENGELUARAN

a.

PADA KECAMATAN PARINGIN SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa sehubungan bendahara pengeluaran cuti
melahirkan, perlu merubah Bendahara Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Perubahan Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Paringin Selatan
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan:

KESATU:

KEDUA:

KETIGA:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN
PARINGIN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Paringin
Selatan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah :

Nama : MUJIBURYADI
NIP :19741104 200801 1 010
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur / Il c

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.



KEEMPAT:

KELIMA:

KEENAM:

KETUJUH:

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Camat Paringin
Selatan Kabupaten Balangan.

Dengan ditetapkannya Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka
Keputusan Bupati Balangan Nomor
188.45/1373/Kum Tahun 2024 tentang Bendahara
Pengeluaran pada pada Kecamatan Paringin Selatan
Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 3 Oktober 2025

BUPATI BALANGAN,

T —

i
H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 1379 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA KECAMATAN TEBING TINGGI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Kecamatan Tebing Tinggi Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA KECAMATAN
TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Tebing
Tinggi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah :

Nama : RAHMADI
NIP : 19700718 200906 1 004
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk.1 /1l d

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Camat Tebing
Tinggi Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

e pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

v
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 13¢8 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025,
maka perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan .
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : DESY YULYA AGUSTRINA, S.M
NIP : 19830808 200701 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / IIl a

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan
izin untuk membuka buku rekening pada Bank yang telah
ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara Pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3\ Desember 2024

(2 __ BUPATI BALANGAN,

S

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1359 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik Dan Persandian Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

(&)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : NORDIATI, S.Kom
NIP : 19911003 202012 2 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1 /Il b

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
— pada tanggal 3 Desember 2024

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ \3¢p /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

[y

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan
Menengah Dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN
TENAGA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi Usaha
Kecil Dan Menengah Dan Menengah Dan Tenaga Kerja
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : ARIATI LISTIANA NINGSIH,
S.AP
NIP : 19860123 201001 2 027

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ IIl a

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung

jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3! Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

!

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ \3¢4 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU :  Bendahara Pengeluaran pada Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : RINI AGUSTINA
NIP : 19850813 201001 2 045
Pangkat/Gol. Ruang : PengaturTk.I /Il d

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA :  Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3! Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

o
H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1353 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Tahun Anggaran 2025;

[y
.

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS PEKERJAAN
UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN
2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Balangan Tahun Anggaran

2025 adalah :
Nama : EVA NISVIATI, SE
NIP : 19830527 200701 2 003

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I /Ill b

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten
Balangan.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun

Anggaran 2025.
KEENAM :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
e Ditetapkan di Paringin
e — pada tanggal 3t Desember 2024
X
\

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ (392 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Awayan Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Awayan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

—_

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AWAYAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Awayan Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : WINDARSIH, Amd. Keb

NIP : 19730918 200501 2 007
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1 / IlI b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Awayan Kabupaten
Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Awayan Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

ROt DRSS Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 31 Desexriber 2024
ATI BALANGAN,

J
H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1385 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATUMANDI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Batumandi Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Batumandi
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT BATUMANDI KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan

- Masyarakat Batumandi Kabupaten Balangan Tahun

Anggaran 2025 adalah:

Nama : Muhammad  Jhony  Arianto,
S.Tr.Kes

NIP : 19960608 201903 1 001

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda/ IIl a

Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Batumandi
Kabupaten Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Batumandi Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2074

PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1286 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HALONG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Halong Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Halong
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

[a—

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT HALONG KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Halong Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : EKA ASINE WAIKEH, S.Keb

NIP : 19880313 200904 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ IIl ¢
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Halong Kabupaten
Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Halong Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3| Oecgembec 2024

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ {384 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Juai Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Juai
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

[y

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT JUAI KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Juai Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : NORHASANAH, S.Kep

NIP : 19800725 200501 2 018
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ IIl ¢
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Juai Kabupaten
Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Juai Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

/— Ditetapkan di Paringin
\ pada tanggal 2\ Desember 2024

\ TI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1282 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Lampihong Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lampihong
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT LAMPIHONG KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Lampihong Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : PUTERI MENTARI, A.Md.Keb

NIP : 19920616 201402 2 002

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1/ Il b

Jabatan : Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Lampihong

Kabupaten Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Lampihong Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3| December 2024

. BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ (383 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LOK BATU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Lok Batu Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Lok Batu
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT LOK BATU KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Lok Batu Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : DIAN VERANITA INDIATI, SST

NIP : 19790129 200904 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ Ill ¢
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Lok Batu Kabupaten
Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Lok Batu Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal % Desember 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 38% /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

[y

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Paringin Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : MAHDATIR RASIDAH,

A.Md.Farm
NIP : 19890112 201001 2 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ Ill c
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Paringin Kabupaten
Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Paringin Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3\ Deseter 2024

BUPATI BALANGAN,

A)

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ \390 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin
Selatan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

[y

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Paringin Selatan Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : SRI RAHAYU.S.Kep

NIP : 19840818 200501 2 005
Pangkat/Gol. Ruang : Penata/ Ill ¢
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Paringin Selatan
Kabupaten Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan Kabupaten
Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3| Desember 2024

PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1ig; /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PIRSUS
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Pirsus Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Pirsus
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

e

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PIRSUS KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Pirsus Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : DINA HENDRAWASIH PURBA,

Amd. KL
NIP : 19960818 202202 2 003
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur/ Il c
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Pirsus Kabupaten
Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Pirsus Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
g Vo pada tanggal 31 Desember 2024

. ‘BUPATI BALANGAN,

.
H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ \s88 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANAH HABANG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah
Habang Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT TANAH HABANG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pusat Kesehatan Masyarakat
Tanah Habang Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : LIA AGUSTINI, Am.Keb

NIP : 19900804 201402 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1/ Il b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Tanah  Habang
Kabupaten Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Kabupaten
Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3\ Desembef 2024

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1389 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing
Tinggi Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : NORHAIDINA, AM.Keb

NIP : 19800831 200501 2 014
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1/ Il b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten
Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3) DPeSember zo24

BURATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 1394 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UREN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Uren Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Pusat Kesehatan Masyarakat Uren
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT UREN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Bendahara Pengeluaran Pembantu Pusat Kesehatan
Masyarakat Uren Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025 adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Nama : MUHAMMAD ILHAM RUSADI,

A.Md.KL
NIP : 19940811 201903 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur TK. 1/ II d
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Pusat Kesehatan
Masyarakat Uren Kabupaten
Balangan.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu  sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Uren Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3% Oesember 2024

PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ |3 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan Pendapatan Daerah
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025, perlu
menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

(S

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025 adalah:

Nama : IIN ASTUTI , S.Sos

NIP : 19831001 200701 2 004
Pangkat/Gol. Ruang : Penata MudaTK. 1 /Il b
Jabatan : Bendahara Pengeluaran

Pembantu pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten
Balangan

Bendahara  Pengeluaran  Pembantu sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja
Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

—— Ditetapkan di Paringin

By pada tanggal 3| Desember 2024

UPATI BALANGAN,

»

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

......
SO
.......

ZAPIAN

R

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 354 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN

PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah :

Nama : M. NOOR IFANSYAH, SE
NIP : 19860429 202012 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. I/ IlIb

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT :  Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan.



KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun

Anggaran 2025.
KEENAM :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Paringin
o pada tanggal 3 Desember 2024

UPATI BALANGAN,

A}
|

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

.....
....
AR

i

ZARJARAY

BUPATI BALANGAN

O

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 13439 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

—

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

S. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024 adalah :

Nama : HIKMATUDDINIYAH, S. Ak
NIP : 19880207 201001 2 008
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1/ III b

KEDUA . Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT .  Dalam melaksanakan fugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

TI BALANGAN,

— ¢

H. ABDUL HADI



Menimbang :

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 1349 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

[y

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka tertib dan lancarnya proses
administrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang
dibiayai APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025, maka  perlu menunjuk Bendahara
Pengeluaran;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara
Pengeluaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022
Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : SAIPULLAH, S.Pd I, MM
NIP : 19781027 200701 1 009
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I /IlI b

KEDUA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertugas menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, mempertanggung
jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

KETIGA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya
diberikan izin untuk membuka buku rekening pada
Bank yang telah ditunjuk.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD
Kabupaten Balangan.



KELIMA

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

ST e pada tanggal 31 Desember 2024

\ ATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



